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ABSTRAK 

Mellyana Adelia, 2022, “Pengaruh Tingkat Kemakmuran Dan Belanja Modal Terhadap 

Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi 

Jambi”. 

Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Palembang. Dibimbing oleh Pembimbing I Dr. Drs. Sunardi, S.E,M.Si dan 

Pembimbing II Darmayanti, S.E., M,M. 

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kemakmuran 

dan belanja modal terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah derah di provinsi sumatera 

selatan dan provinsi jambi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data secara sekunder. penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda dan menggunakan aplikasi statistik SPSS versi 22.Hasil Penelitian menunjukkan 

persamaan regresi linier Y = 37,009 - 1,4889X1 + 6,585X2, bahwa tidak terdapat pengaruh 

tingkat kemakmuran dan belanja modal secara simultan terhadap efisiensi kinerja keuangan 

pemerintah daerah di provinsi sumatera selatan dan provinsi jambi karena dalam uji F hitung sig 

0,095 > 0,05, selanjutnya tidak ada pengaruh secara parsial tingkat kemakmuran terhadap 

efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah di provinsi sumatera selatan dan provinsi jambi 

karena pada uji T nilai sig 0,500 > 0,05, dan terdapat pengaruh belanja modal terhadap efisiensi 

kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera selatan dan provinsi jambi karena nili T 

sig 0,031 < 0,05. 

 

 

Kata Kunci :Tingkat Kemakmuran, Belanja Modal, Efisiensi Kinerja   Keuangan 
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ABSTRACT 

Mellyana Adelia, 2022, “Pengaruh Tingkat Kemakmuran Dan Belanja Modal Terhadap 

Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi 

Jambi.  

Thesis of Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of 

Muhammadiyah Palembang. Guided by Pembimbing I Dr. Drs. Sunardi, S.E,M.Si dan 

Pembimbing II Darmayanti, S.E., M,M 

This study basically aims to determine the effect of the level of prosperity and capital expenditure 

on the efficiency of local government financial performance in the province of South Sumatra and 

Jambi province. In writing this thesis the author uses secondary data collection techniques. This 

study uses multiple linear regression analysis techniques and uses the statistical application of 

SPSS version 22. The results show the linear regression equation Y = 37.009 - 1.4889X1 + 

6.585X2, that there is no effect of the level of prosperity and capital expenditure simultaneously 

on the efficiency of local government financial performance. in the province of South Sumatra 

and Jambi province because in the F test count sig 0.095 > 0.05, then there is no partial effect of 

the level of prosperity on the efficiency of local government financial performance in the province 

of South Sumatra and Jambi province because in the T test the value of sig is 0.500 > 0, 05, and 

there is an effect of capital expenditure on the efficiency of the local government's financial 

performance in the province of South Sumatra and Jambi province because the T sig value of 

0.031 <0.05. 

Keywords: Prosperity Level, Capital Expenditure, Financial Performance Efficiency 
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 MELLYANA ADELIA 222018174  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang 

menjadi kewenangan daerah otonomi. Penyelenggaraan pemerintah daerah 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, 

serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerintah, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem 

Negara Kesatuan Repubik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih 

memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat daerah dan 

antardaerah. Otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam 

wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi tersebut 

bersifat luas karena kewenangan berada pada daerah (seperti pada negara 

Federal). 

 Otonomi bersifat nyata karena memerlukan kewenangan 

menyelenggarakan, tumbuhan, hidup berkembang didaerah. Sedangkan 

disebut otonomi bersifat bertanggungjawab karena pemerintah pusat telah 

menyerahkan kewenangan kepada kepala daerah demi pencapaian tujuan 

otonomi daerah. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan 
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masyarakat agar semakin baik, kehidupan yang demokratis, adil, rata dan 

hubungan yang serasi dalam Republik. 

 Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga 

dengan sebutan Bumi Sriwijaya. Pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi 

Wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkeal dengan 

kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Gaung dan Pengaruhnya 

bahkan sampai ke Madagaskar di Benua Afrika. Sejak abad ke-13 sampai 

abad ke-14, wilayah ini berada dikekuasaan Majapahit. Selanjutnya wilayah 

ini pernah menjadi daerah tak bertuan dan bersarangannya bajak laut dari 

mancanegara terutama dari negeri cina pada awal abad ke-15 berdirilah 

kesultanan Palembang yang berkuasa sampai datangnya Kolonialisme Barat, 

lalu disusul oleh Jepang. Ketika masih berjaya, Kerajaan Sriwijaya juga 

menjadikan Palembang sebagai kota kerajaan. 

 Pengukuran kinerja merupakan salah satu elemen penting dalam 

organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan 

untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah dalam pengalokasian 

sumber daya dan pembuatan keputusan serta untuk mendukung terwujudnya 

akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban 

mempertanggung jawabkan kepada publik atas keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang 

dilakukan secara periodik. 
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 Ni Made (2016), Karakteristik Pemerintah Daerah ialah identitas yang 

dimiliki oleh setiap pemerintah daerah yang dapat membedakan dengan 

daerah yaitu ciri khusus pada pemerintah daerah yang dapat membedakannya 

dengan daerah lain. Abdul dan Muhammad (2019:163) Efisiensi kinerja 

merupakan perbandingan terbaik antara suatu pekerjaan yang dilakukan 

dengan hasil yang dicapai oleh pekerjaan tersebut sesuai dengan yang 

ditargetkan baik dalam hal mutu maupun hasilnya. 

 Lia (2017), Kemakmuran (wealth) adalah kemampuan untuk mencukupi 

kekebutuhan kemakmuran daerah dari pemerintah daerah dapat dilihat dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakn 

hasil kekayaan rill dari masing-masing Pendapatan Asli Daerah(PAD) 

bersumber dari pajak daerah, distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

sah. 

 Fahmi (2018: 142), Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang 

dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan 

dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan 

benar. Dalam mendukung pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan 

Pemerintah, Pemerintah Daerah menyusun anggaran keuangan yang 

kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan aktivitas kepemerintahan. 

Anggaran dalam Pemerintah Daerah dapat disebut dengan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD mencakup seluruh 

penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, 
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barang dan jasa yang mungkin akan terjadi pada tahun anggaran yang 

berkenaan. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan 

pembiayaan daerah. APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan APBD yang baik harus berjalan 

secara ekonomis, efektif dan efisien demi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

 Rivai dan Basri dalam Masram (2017:138), Kinerja adalah hasil atau 

tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu 

dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbaga kemungkinan, 

seperti standar hasil kerja, target atau sasaran maupun kinerja yang telah 

ditentukan dahulu telah disepakati bersama. 

 Hidayat (2017:82), Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan 

untuk pembelian/pengadaan barang atau pembangunan aset tetap berwujud 

nilai manfaatnya lebih dari setahun atau pemakaian jasa dalam melaksanakan 

program pemerintah daerah. Kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola 

keuangan daerahnya dapat dianalisis dengan menggunakan analisis rasio 

keuangan terhadap APBD. Melakukan analisis rasio keuangan pada APBD 

berarti membandingkan hasil yang telah dicapai pada satu periode dengan 

periode sebelumnya sehingga kecenderungan yang terjadi dapat diketahui. 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam mengelola rumah tangganya kita 

harus melihat kinerja yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, seperti 
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yang dicantumkan dalam PP No. 6 tahun 2008 kinerja penyelenggaraan 

pemerintah daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan Pemerintah 

Daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan 

dampak. 

 Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ni Made (2016) menyatakan bahwa 

karakteristik pemerintahan daerah ialah identitas yang dimiliki oleh setiap 

pemerintah daerah yang dapat membedakannya dengan daerah lain. 

 Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dy Ilham (2018) kemakmuran tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian sebelumnya 

dilakukan oleh Mulia (2016) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh 

positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya 

dilakukan oleh Nugroho dan Budiantara (2016),menyatakan bahwa tingkat 

kemakmuran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. 

 Suhadjanto dan Yulianingtyas (2011) menyatakan bahwa karakteristik 

pemerintah daerah adalah ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah 

daerah, menandai sebuah daerah dan membedakannya dengan daerah lain. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Putu (2016) menyatakan bahwa 

kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. 

 Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rizal (2017) menyatakan bahwa 

belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. 
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 Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nugroho (2012) menyatakan 

belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. 

Tabel I.1 

Data Tingkat Kemakmuran, Belanja Modal, Efisiensi Kinerja  

Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi 

Tahun 2017-2020 

 

 

NO Kota /Kabupaten Tahun 
Tingkat 

Kemakmuran 
Belanja Modal 

Efisiensi 

Kinerja 

1. Kab Banyuasin 2017 11,10 11,48 97,97 

    2018 11,15 11,43 95,74 

    2019 11,30 11,63 98,98 

2. Kota Palembang 2017 12,04 11,93 91,93 

    2018 11,98 11,93 100,07 

    2019 12,03 12,05 99,51 

    2020 12,01 11,95 99,80 

3. Kab Empat Lawang 2017 10,84 11,31 98,55 

    2018 10,51 11,40 98,92 

    2019 10,62 11,40 99,38 

    2020 10,53 11,44 99,95 

4. Kab Lahat 2017 11,06 11,53 99,77 

    2018 11,05 11,49 95,70 

    2019 11,15 11,60 88,63 

    2020 11,11 11,57 102,83 

5. Kab Muara Enim 2017 11,36 11,72 93,68 

    2018 11,37 11,75 96,39 

    2019 11,48 11,95 97,40 

    2020 11,40 11,73 102,10 

6. Kab Musi Banyuasin 2017 11,32 11,84 99,12 

    2018 11,32 11,94 97,96 

    2019 11,46 12,04 92,52 

    2020 11,55 11,90 95,39 

7. Kab Musi Rawas 2017 11,18 11,50 93,18 

    2018 11,03 11,56 93,67 

    2019 11,11 11,63 97,40 

    2020 11,23 11,61 103,98 

8. Kab Musi Rawas Utara 2017 10,76 11,45 97,07 

    2018 10,48 11,51 94,00 

    2019 10,57 11,60 90,34 

    2020 10,68 11,43 104,40 
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9. Kab Ogan Ilir 2017 10,98 11,54 99,40 

    2018 10,74 11,44 96,97 

    2019 10,94 11,51 96,50 

    2020 10,94 11,42 105,26 

10 Kab Ogan Komering Ilir 2017 11,35 11,68 99,46 

    2018 11,37 11,48 86,26 

    2019 11,29 11,80 95,85 

    2020 11,23 11,78 111,00 

11 Kab OKU 2017 11,24 11,53 98,98 

    2018 11,19 11,52 100,47 

    2019 11,16 11,54 96,27 

    2020 11,06 11,39 107,60 

12 Kab OKU Selatan 2017 10,95 11,47 99,31 

    2018 10,63 11,49 96,85 

    2019 10,76 11,58 83,63 

    2020 10,67 11,45 99,59 

13 Kab OkU Timur 2017 10,89 11,51 80,65 

    2018 10,93 11,44 80,00 

    2019 11,00 11,71 86,98 

    2020 10,98 11,64 95,12 

14 Kab Pali 2017 10,76 11,59 96,52 

    2018 10,87 11,79 98,61 

    2019 10,93 11,88 96,44 

    2020 10,69 11,44 100,21 

15 Kota Lubuk Linggau 2017 11,06 11,37 96,13 

    2018 11,02 11,32 93,08 

    2019 11,00 11,41 91,69 

    2020 10,94 11,52 99,38 

16 Kota Pagaralam 2017 10,82 11,29 91,55 

    2018 10,87 10,97 85,20 

    2019 10,78 11,33 96,36 

    2020 10,95 11,40 94,02 

17 Kota Prabumulih 2017 11,08 11,21 96,63 

    2018 10,96 11,08 86,50 

    2019 11,00 11,49 96,37 

    2020 10,93 11,34 108,45 

18 Kab Batanghari 2017 10,94 11,32 85,30 

    2018 10,99 11,17 96,98 

    2019 10,96 11,40 69,89 

    2020 11,02 11,18 99,96 

19 Kab Bungo 2017 11,26 11,19 92,93 

    2018 11,13 11,31 85,89 

    2019 11,15 11,37 102,74 

    2020 11,10 11,19 101,66 

20 Kab Kerinci 2017 10,93 11,34 97,83 

    2018 10,91 11,28 96,44 

    2019 10,93 11,47 79,58 



8 
 

 
 

    2020 10,53 11,30 98,61 

21 Kab Merangin 2017 10,94 11,48 102,94 

    2018 10,95 11,32 98,55 

    2019 11,03 11,36 96,05 

    2020 11,00 11,44 103,77 

22 Kab Muaro Jambi 2017 10,89 11,57 85,18 

    2018 10,96 11,47 93,97 

    2019 10,97 11,51 85,62 

    2020 10,97 11,42 105,15 

23 Kab Sarolangun 2017 10,93 12,05 94,00 

    2018 11,07 11,39 94,00 

    2019 10,98 11,33 90,47 

    2020 10,85 11,62 107,63 

24 
Kab Tanjung Jabung 

Barat 

2017 10,99 11,39 105,74 

    2018 11,01 12,13 102,81 

    2019 11,08 11,62 98,41 

    2020 11,21 12,14 97,27 

25 
Kab Tanjung Jabung 

Timur 

2017 10,89 11,84 119,86 

    2018 10,70 11,55 97,82 

    2019 10,73 12,08 100,58 

    2020 10,70 11,44 96,87 

26 Kab Tebo 2017 10,84 11,50 91,05 

    2018 10,88 11,52 99,42 

    2019 10,92 11,36 104,06 

    2020 10,89 11,37 95,35 

27 Kota Jambi 2017 11,60 11,41 95,13 

    2018 11,53 11,43 96,76 

    2019 11,59 11,15 94,12 

    2020 11,55 11,62 99,71 

28 Kota Sungai Penuh 2017 10,50 11,65 105,20 

    2018 10,53 11,64 97,75 

    2019 10,54 11,65 102,83 

    2020 10,46 11,24 88,06 

 

Sumber :  Badan Pemeriksaan Keuangan  

 

Berdasarkan tabel I.1 diatas terdapat fenomena masalah yang 

menunjukkan perbandingan antara kota palembang tahun 2018 tingkat 

kemakmuran rendah dan belanja modal rendah tetapi efisiensi tinggi 100,07 

itu menunjukkan bahwa tidak efisien dibandingkan tahun 2019 kota 
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palembang tingkat kemakmuran tinggi dan belanja modal tinggi tetapi 

efisiensi tinggi 99,51 menunjukan efisien. Terdapat dikabupaten lahat tahun 

2019 tingkat kemakmuran tinggi dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi 

rendah 88,63 menunjukan bahwa tidak efisien dengan perbandingkan 

kabupaten lahat tahun 2020 tingkat kemakmuran tinggi dan belanja modal 

tinggi tetapi efisiensi tinggi 102,83 sangat berbeda jauh perbandingan antara 

kabupaten lahat tahun 2019 dan 2020. Perbandingan yang sangat jauh antara 

kabupaten lahat dan kabupaten muara enim tingkat kemakmuran tinggi dan 

belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi menunjukkan bahwa kabupaten 

muara enim efisien. 

Berdasarkan tabel diatas kabupaten musi banyuasin tahun 2019 tingkat 

kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi rendah 92,52 

menunjukkan bahwa tidak efisien dibandingkan tahun sebelumnya tingkat 

kemakmuran tinggi dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi 

menunjukkan bahwa efisien. Selanjutnya kabupaten musi rawas utara dari 

tahun 2017-2020 tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi tetapi 

efisiensi tinggi menunjukan bahwa tidak efisien dan dibandingkan kabupaten 

musi rawas tingkat kemakmuran tinggi dan belanja modal tinggi tetapi 

efisiensi tinggi itu menunjukkan bahwa efisien. Fenomena selanjutnya bisa 

dilihat dari tabel kabupaten ogan ilir tahun 2017-2020 tingkat kemakmuran 

rendah dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi menunjukan bahwa 

tidak efisien, tetapi tidak dengan kabupaten ogan komering ilir tingkat 
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kemakmuran tinggi dan belanja modal tinggi dan efisiensi tinggi berarti 

menunjukan bahwa efisien nya data tersebut. 

Fenomena selanjutnya terdapat data dikabupaten oku selatan tahun 2017-

2020 dimana tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi tetapi 

efisiensi tinggi menunjukkan bahwa tidak efisien. Perbandingan sangat jauh 

antara kabupaten oku tingkat kemakmuran tinggi dan belanja modal tinggi 

tetapi efisiensi tinggi menunjukkan bahwa eifisien dari pada kabupaten oku 

selatan. Dikabupaten oku timur tahun 2019 tingkat kemakmuran tinggi dan 

belanja modal tinggi tetapi efisiensi rendah menunjukkan bahwa efisien 

menjadi perbandingan ditahun 2017-2018 tingkat kemakmuran rendah dan 

belanja modal tinggi tetapi efisiensi rendah menunjukkan bahwa tidak 

efisien. Pada kabupaten pali data tingkat kemakmuran rendah dan belanja 

modal tinggi tetapi efisiensi tinggi menunjukkan bahwa kabupaten pali tidak 

efisien dalam tingkat kemakmuran. Kota pagaralam  tahun 2017 tingkat 

kemakmuran rendah dan belanja modal rendah tetapi efiasiensi tinggi, 

dibandingkan tahun 2018 tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal 

rendah tetapi efisiensi rendah  menunjukan  tidak efisien.  

Dari tabel I.1 provinsi jambi terdapat fenomena dikabupaten kabupaten   

batanghari tahun 2017 tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi 

tetapi efisiensi rendah 85,30 menunjukkan bahwa tidak efisiensi, tahun 2019 

sama mengenai tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi tetapi 

efisiensi rendah menunjukkan bahwa tidak efisien. Selanjutnya kabupaten 

kerinci tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi 
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tinggi menunjukkan bahwa tidak efisien. Dibandingkan antara kabupaten 

bungo tingkat kemakmuran tinggi dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi 

tinggi bearti menunjukkan bahwa efisien. Kabupaten merangin tahun 2017-

2018 tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi 

tinggi menunjukkan bahwa tidak efisien dibandingkan tahun 2019-2020 

tingkat kemakmuran tinggi dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi 

menunjukkan bahwa efisien. Fenomena selanjutnya kabupaten muaro jambi 

tahun 2020 tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi tetapi 

efisiensi tinggi menunjukkan bahwa tidak efisien, dibandingkan tahun 

sebelumnya tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi tetapi 

efisiensi rendah.  

Kabupaten tanjung jabung barat tahun 2017 tingkat kemakmuran rendah 

dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi menunjukkan bahwa tidak 

efisien dibandingkan tahun selanjutnya tingkat kemakmuran tinggi dan 

belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi menunjukkan bahwa semakin 

efisien. Kabupaten tanjung jabung timur tahun 2019 tingkat kemakmuran 

rendah dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi menunjukkan bahwa 

tidak efisien dari pada tahun selanjutnya semakin efisien ditingkat 

kemakmuran tinggi dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi. Dari data 

kabupaten tebo tahun 2017-2020 menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran 

rendah dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi artinya tidak efisien. 

Dan selanjutnya kota sungai penuh tingkat kemakmuran rendah dan belanja 
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modal tinggi tetapi efisiensi tinggi menunjukkan bahwa tidak efisien dari 

data tersebut.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kemakmuran dan 

Belanja Modal Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah Pengaruh Tingkat Kemakmuran Terhadap Efisiensi 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan 

Provinsi Jambi? 

2. Bagaimanakah Pengaruh Belanja Modal Terhadap Efisiensi Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi 

Jambi? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk : 

1. Menguji Pengaruh Tingkat Kemakmuran terhadap Efisiensi Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi 

Jambi. 

2. Menguji Pengaruh Belanja Modal terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Untuk  menambah  wawasan dan  pemahaman tentang Pengaruh Tingkat 

Kemakmuran dan Belanja Modal Terhadap Efisiensi Kinerja Pemerintah 

Daerah di Provinsi Sumatera Selartan dan provinsi Jambi.  

2. Bagi Pemerintah Daerah 

Sebagai bahan referensi dan informasi pendukung tentang pengukuran 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera 

Selatan. 

3. Bagi Almamater 

Sebagai referensi keilmuan mengenai penyelenggaran pemerintah daerah 

khususnya pengaruh tingkat kemakmuran dan belanja modal terhadap 

efsiensi kinerja keuangan pemerintah daerah, sebagai informasi dan 

dokumentasi data penelitian yang dapat dijadikan referensi perpustakaan 

untuk penelitian selanjutnya. 
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